
 

 

 

BUPATI KENDAL 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL    

NOMOR 78 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

KERJA PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN 

KENDAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KENDAL, 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan 

penyederhanaan birokrasi yang optimal di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sehingga dapat 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan 

efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan 

pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi 

sekarang, sehingga perlu dicabut dan diganti; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal; 

Mengingat    : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

SALINAN 
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Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 525); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanan Struktur Organisasi Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);  

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal  
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(Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 

6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kendal Nomor 157); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 219); 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 

TATA KERJA PADA DINAS KEARSIPAN DAN 
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KENDAL. 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Kendal. 

5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya 
disebut Dinas adalah Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Kendal. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Kabupaten Kendal. 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja 

pada instansi pemerintah. 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS 

adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat yang 

ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang 

dan diserahi tugas dalam satu jabatan negeri atau 
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diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah 

tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam 

berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. 

11. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas 

untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/ 

Sekretaris/Koordinator dalam menyusun 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan 

fungsinya dan ditunjuk oleh Kepala Perangkat 

Daerah. 

12. Pelaksana Senior adalah PNS yang memiliki 
senioritas dari aspek kepangkatan dan mempunyai 
kompetensi untuk ditunjuk oleh Kepala Perangkat 

Daerah untuk diberikan tugas membantu 
Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala 

Bagian/Koordinator pada unit kerjanya dalam 
menyusun perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan lingkup tugas dan fungsinya. 

 

 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 
 

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan 
yang menjadi kewenangan Daerah.  

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Bagian Kedua 

Tugas 

Pasal 3 

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan 
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dan perpustakaan yang menjadi kewenangan dan tugas 
pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

 

Bagian Ketiga 

Fungsi 

Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan 
perpustakaan; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang kearsipan dan perpustakaan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 
kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 

kearsipan dan perpustakaan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di 
bidang kearsipan dan perpustakaan;  

f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kearsipan 
dan perpustakaan; dan 

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan 
oleh Bupati di bidang kearsipan dan perpustakaan. 

 

BAB III 

SUSUNAN  ORGANISASI 

Pasal  5 

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Kearsipan; 

d. Bidang Perpustakaan; 

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BAB IV 

RINCIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 

Kepala Dinas  

Pasal 6 

 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Dinas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 

mempunyai rincian tugas: 

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program 
kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan 

bidang kearsipan dan perpustakaan di Daerah sesuai 
peraturan perundang-undangan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan di bidang kearsipan dan perpustakaan 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta 
pedoman pelaksanaan tugas; 

f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian kegiatan di bidang kearsipan dan 
perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan 

agar kinerja Dinas mencapai target yang telah 
ditetapkan; 

g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan 

inovasi di bidang kearsipan dan perpustakaan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
guna peningkatan kualitas kerja; 

h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kearsipan 

dan perpustakaan agar diperoleh hasil kerja yang 
optimal; 

i. menyelenggarakan layanan kearsipan dan 

perpustakaan dengan menyediakan bahan 
perpustakaan, referensi, ekstensi dan pelayanan 

khusus serta penelusuran arsip dinamis maupun 
arsip  statis  agar dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat; 
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j. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan 
internal dibidang kearsipan dan perpustakaan pada 

organisasi perangkat daerah, perusahaan swasta, 
organisasi kemasyarakatan/organisasi politik, 
lembaga pendidikan, kecamatan, desa/kelurahan 

dan masyarakat; 

k. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan 

penyelamatan serta pelestarian arsip vital dan arsip 
terjaga sebagai aset nasional yang berada di Daerah 
dan pelestarian bahan perpustakaan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

l. menyelenggarakan pengelolaan arsip dinamis, arsip 
statis dan menyelenggarakan pelayanan, 

pemanfaatan arsip dan perpustakaan; 

m. membina kegiatan pelayanan dan pembudayaan 

gemar membaca perpustakaan guna 
menumbuhkembangkan minat baca masyarakat; 

n. mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan 

data di bidang kearsipan dan perpustakaan; 

o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan 
cara mengukur pencapaian program kerja yang telah 

disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan 
kebijakan tindak lanjut; 

p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik 
lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas 
dan transparansi; 

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas. 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

Pasal 7 

(1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang 

Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, 
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di 
bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, 

kepegawaian, dan keuangan. 
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang 
kesekretariatan; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan 

kesekretariatan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 

kegiatan kesekretariatan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan 
kesekretariatan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan 
kesekretariatan; dan 

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan 

oleh Kepala Dinas di bidang kesekretariatan. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Dinas 
bertugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan 

Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui 
pengkajian permasalahan dan peraturan 

perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan 

dan kompetensinya serta memberikan arahan 
baik secara lisan maupun tertulis guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 

untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 

atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f.    menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas  dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 

perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem 
informasi, keuangan, administrasi umum, 

kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh 
Kepala Dinas; 

g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep 

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan 
anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran 

yang ditetapkan; 
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h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), 
Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama 
(IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen 

perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

i.    mengoordinasikan dan menyiapkan konsep 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 
(LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 
(EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) 

dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh 
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan; 

k. menyelenggarakan pelayanan administrasi 
umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, 
kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, 

dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, 
pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, 

pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta 
fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan 
kunjungan tamu Dinas; 

l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan 
barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan 
Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis 

jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, 
budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, 
standar pelayanan serta pengusulan formasi 

kebutuhan pegawai Dinas; 

n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan 

pengendalian fungsi-fungsi manajemen 
administrasi perkantoran agar terwujud 
pelayanan prima; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara 

mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan 
tindak lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 

karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 
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r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 

kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit 
kerjanya. 

Pasal 8 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri   

atas : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan; 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris. 

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b terdiri atas kelompok jabatan fungsional 

yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

melalui Sekretaris. 

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 9 

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf 

a  mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 
pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi 
kegiatan di bidang administrasi umum, 

ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, 
kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan 

barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis 
jabatan dan budaya kerja. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub 

bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan hasil 

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui 

pengkajian permasalahan dan peraturan 
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

berjalan efektif dan efisien; 
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c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan 
dan kompetensinya serta memberikan arahan 

baik secara lisan maupun tertulis guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 

dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f.    menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 

petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, 
perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, 

dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta 
pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;  

h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, 

analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya 
kerja, survey kepuasan masyarakat, standar 

pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan 
pegawai Dinas sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

i. merencanakan, memproses dan melaporkan 
pengadaan barang dan jasa untuk keperluan 

Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, 
aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan;  

j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang 
melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 

Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa 
Dinas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan 
pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk 

tertib administrasi serta melakukan pengawasan, 
pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset 

tidak tetap agar dapat digunakan optimal;  

l.    menyiapkan bahan dan menyusun laporan 
bidang kepegawaian secara rutin dan berkala 

serta memelihara file/dokumen kepegawaian 
seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib 
administrasi kepegawaian; 

m. menyiapkan bahan dan memproses usulan 
kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 

pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu 
suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), 
pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan 
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(diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan 
kepegawaian lainnya;  

n. melaksanakan urusan rumah tangga serta 
menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler 
dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan 

kunjungan tamu Dinas; 

o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, 

kebersihan, dan pertamanan agar tercipta 
lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan 
nyaman; 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep 
Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan 
Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan 
Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara 

mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan 
tindak lanjut; 

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 

karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

t.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 

menghindari penyimpangan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Bagian Ketiga 

Bidang Kearsipan 

Pasal 10 

(1) Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud pada 

pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan 
kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, 

evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 
kearsipan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Bidang Kearsipan mempunyai fungsi: 
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a. perumusan kebijakan teknis di bidang 
kearsipan; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 
bidang kearsipan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 

kegiatan di bidang kearsipan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 

kearsipan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di 
bidang kearsipan; dan 

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kearsipan. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 
Kearsipan mempunyai rincian tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan 
bidang Kearsipan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui 

pengkajian permasalahan dan peraturan 
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan 
dan kompetensinya serta memberikan arahan 

baik secara lisan maupun tertulis guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 

dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai 
bahan atau pedoman untuk melaksanakan 

kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas  
dan naskah dinas yang berkaitan dengan 

kegiatan pengelolaan, pelayanan, pembinaan 
dan pengembangan kearsipan; 

g. memberikan bimbingan, supervisi, sosialisasi 
dan konsultasi terkait pengelolaan kearsipan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 
pengelolaan arsip dinamis, arsip statis, 
preservasi, pemusnahan dan akuisisi arsip 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
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i. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 
penanganan, perawatan, perbaikan dan 

penyelamatan arsip akibat bencana sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

j. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 

layanan penelusuran, penyajian  dan 
pemanfaatan arsip serta mengelola sistem 

informasi kearsipan; 

k. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 
pengaturan, pemindahan, dan pemeliharaan 

arsip inaktif di lingkungan pemerintah daerah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

l. melaksanakan pembinaan kearsipan pada 

perangkat daerah, perusahaan, organisasi 
kemasyarakatan/organisasi politik, masyarakat 

dan desa/kelurahan, serta pembinaan dan 
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 
kearsipan; 

m. melaksanakan penilaian dan audit hasil 
pengawasan kearsipan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Bidang Kearsipan dengan 

cara mengukur pencapaian program kerja yang 
telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut; 

o. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja 
bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai 

dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam 
rangka peningkatan karir, pemberian 
penghargaan dan sanksi; 

p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis 

berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; 
dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit 

kerjanya. 
 

Pasal 11 

(1) Susunan Organisasi Bidang Kearsipan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas 

kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas tiga 

sub koordinator. 

(2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), terdiri atas : 

a. Sub Koordinator Pengelolaan Kearsipan; 
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b. Sub Koordinator Pelayanan Kearsipan; 

c. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan 

Kearsipan. 

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 

Kepala Bidang Kearsipan. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 

Bidang Perpustakaan 

Pasal 12 

(1) Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan 

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, 
evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 

perpustakaan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Bidang Perpustakaan mempunyai 

fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang 

perpustakaan; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 
bidang perpustakaan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 
kegiatan di bidang perpustakaan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 
perpustakaan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang perpustakaan; dan 

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Dinas di bidang perpustakaan. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 

Perpustakaan mempunyai rincian tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang 
Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui 
pengkajian permasalahan dan peraturan 
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perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan 
dan kompetensinya serta memberikan arahan 
baik secara lisan maupun tertulis guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 

atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan 

naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
pengelolaan perpustakaan, pelayanan 
perpustakaan, dan pembudayaan gemar 

membaca; 

g. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 
perencanaan, analisis, dan penyediaan data 

statistik perpustakaan guna pengembangan 
perpustakaan; 

h. mengoordinasikan dan menyiapkan kerja sama 
hubungan antar lembaga perpustakaan, 
perguruan tinggi, dan instansi terkait dalam 

rangka kajian bidang perpustakaan serta 
peningkatan layanan informasi bahan 

perpustakaan; 

i. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 
pengadaan bahan perpustakaan (beli, tukar 

menukar, dan bantuan), akuisisi dan pengolahan 
bahan perpustakaan (inventarisasi, klasifikasi, 
katalogisasi, penyetempelan, pelabelan dan 

kelengkapan kartu bantu serta input data), 
pemeliharaan dan pengamanan guna pelestarian 

bahan perpustakaan; 

j. melaksanakan pencarian dan penghimpunan 
terbitan yang ada di Daerah baik karya cetak 

maupun karya rekam serta menyusun bibliografi 
daerah untuk menambah koleksi deposit; 

k. mengoordinasikan dan menyiapkan kegiatan 
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis bagi 
tenaga pustakawan, pengelola perpustakan, 

pembinaan semua jenis perpustakaan (sekolah, 
madrasah, instansi pemerintah, desa/kelurahan, 
perguruan tinggi, pondok pesantren, rumah 

ibadah dan perpustakaan masyarakat); 

l. melaksanakan pembinaan dan pengembangan 

ketenagaan perpustakaan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 
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m. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 
layanan pendaftaran anggota, sirkulasi 

peminjaman dan pengembalian bahan 
perpustakaan, penelusuran referensi, ekstensi 
dan pelayanan khusus internet pada 

perpustakaan umum serta mengatur tata ruang 
dan tata letak bahan pustaka untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 

n. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 
pelayanan perpustakaan keliling, silang layan 

perpustakaan terpadu, pelayanan anak-anak dan 
difabel; 

o. menyelenggarakan layanan informasi dan 

konsultasi teknis tentang perpustakaan kepada 
masyarakat serta menindaklanjuti pengaduan 

atau saran publik dalam rangka upaya 
peningkatan dan perbaikan pelayanan; 

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan Bidang Perpustakaan 
dengan cara mengukur pencapaian program kerja 
yang telah disusun untuk bahan laporan dan 

kebijakan tindak lanjut; 

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan kegiatan; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 

kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit 
kerjanya. 

 

Pasal 13 
 

(1) Susunan Organisasi Bidang Perpustakaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 

d, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang 

terbagi atas tiga sub koordinator. 

(2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), terdiri atas : 

a. Sub Koordinator Pengelolaan Perpustakaan; 

b. Sub Koordinator Pelayanan Perpustakaan; 

c. Sub Koordinator Pembudayaan Gemar 

Membaca. 
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(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 

Kepala Bidang Perpustakaan. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 14  
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan 

Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan 
mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab secara langsung 
kepada Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang 

yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan 
fungsi dan tugas Jabatan Fungsional. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah 

Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan jenjang 
keahlian. 

(4) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan 

berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis 
beban kerja. 

(5) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan 

Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

 
Bagian Kedua 

Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional 

 
Pasal 15 

 
(1) Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu. 

(2) Selain melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Pejabat Fungsional dapat 
diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator 
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yang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya 
bekerja secara individu dan/atau tim kerja. 

 
Pasal 16 

 

(1) Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan 
tugasnya secara individu dan/atau berkelompok. 

(2) Pelaksanaan fungsi dan tugas secara berkelompok 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
membentuk Tim Kerja. 

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau 
berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada 

Perangkat Daerah tersebut atau dari luar Perangkat 
Daerah. 

(4) Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berasal dari unit organisasi pemilik kinerja. 

(5) Pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah. 

 
Pasal 17 

(1) Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanaan fungsi 
dan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit 

organisasi. 

(2) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang 
untuk meminta laporan kepada pejabat fungsional 

dan/atau Ketua Tim di lingkungan unit kerjanya. 

 

 
BAB VI 

TATA KERJA 

 
Pasal 18 

 

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit 
organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing 

maupun antar satuan organisasi di lingkungan 
pemerintah daerah serta instansi lain di luar 
pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-

masing. 

(3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi 
bawahannya masing-masing. 

(4) Dalam hal setelah dilakukan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi 

penyimpangan, pimpinan unit organisasi mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 



20 

 

(5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab 
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(6) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada 
atasan masing-masing serta menyiapkan laporan 

berkala tepat pada waktunya. 

(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit 
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan 

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 
laporan lebih lanjut serta untuk memberikan 
petunjuk kepada bawahan. 

(8) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, 
wajib menyampaikan tembusan kepada unit 

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. 

(9) Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, setiap 

pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib 
mengadakan rapat berkala. 

 

 
Pasal 19 

 
(1) Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordinator 

untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan. 

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah tugas tambahan yang diberikan kepada 

pejabat fungsional yang ditunjuk. 

(3) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Sekretaris 
dan  Kepala Bidang dalam menyusun perencanan, 

pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya 
sesuai lingkup tugas dan fungsinya. 

(4) Pada pejabat pengawas yang tidak disetarakan, maka 
sekaligus melaksanakan tugas sebagai Sub 

Koordinator pada unit kerjanya masing-masing. 

 
BAB VII 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 20 

 
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan 
kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 21 

 
Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 

Sub Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas 
diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 22 
 

(1) Dinas wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis 
jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis 
jabatan dan analisis beban kerja. 

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan 
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 
yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan 
prioritas kebutuhan. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 23 

 
(1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang 

ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat 

Fungsional. 

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan 

mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan 
kompetensi yang bersangkutan. 

(3) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala 
Dinas. 

 

Pasal 24 
 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Sub Koordinator, 
Kepala Dinas menunjuk Sub Koordinator yang 
diutamakan berasal dari Pejabat Fungsional di 

lingkungan kerjanya. 

(2) Dalam hal di lingkungan kerja Dinas tidak terdapat 

pejabat fungsional, maka Kepala Dinas menunjuk 
Pelaksana Senior sebagai Sub Koordinator 
berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan. 

(3) Dalam hal Kepala Dinas akan menunjuk Sub 

Koordinator yang berasal dari luar lingkungan 
kerjanya, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada 

Sekretaris Daerah melalui perangkat daerah yang 
menangani kepegawaian.  

(4) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapat 

persetujuan dari Sekretaris Daerah. 

 

Pasal 25 
 

Penunjukan Sub Koordinator  sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 dan Pasal 24 disamping memperhatikan 
kesesuaian bidang tugas dan fungsinya juga 
mempertimbangkan persyaratan administrasi, 

kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, 
pengalaman penugasan, integritas dan moralitas serta 

persyaratan obyektif lainnya. 
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Pasal 26 

 
Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh 
Kepala Dinas. 

 

Pasal 27 
 

(1) Sub Koordinator mempunyai tugas membantu 

Sekretaris dan Kepala Bidang dalam penyusunan 

rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan lingkup 

tugas dan fungsi unit kerjanya masing-masing. 

(2) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud ayat (1) Sub Koordinator mempunyai tugas 

mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok 

Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas dan 

fungsinya. 

(3) Sub Koordinator dapat diberi tugas melakukan 

penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas Pejabat 

Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

 

 
Pasal 28 

 

(1) Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

(4) Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja  

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 29 
 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 

Pejabat Pengawas yang dilantik berdasarkan 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kearsipan dan 
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Perpustakaan Kabupaten Kendal, berlaku ketentuan 

sebagai berikut : 

a. terhadap Pejabat Pengawas yang tidak dilakukan 

penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional 

dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi, 

melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan  

Peraturan Bupati ini; 

b. terhadap Pejabat Pengawas yang akan dilakukan 

penyetaraan ke dalam jabatan fungsional tetap 

melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 

dilakukan pelantikan yang bersangkutan ke dalam 

Pejabat Fungsional; 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 

Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang tidak 

dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional 

dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi 

berdasarkan Peraturan Bupati ini, tetap 

melaksanakan tugasnya di bawah Pejabat Pengawas 

yang bersangkutan. 

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 

Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang akan 

dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional 

dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi 

berdasarkan Peraturan Bupati ini, melaksanakan 

tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Pelaksana tetap melaksanakan tugasnya di bawah 

Pejabat Pengawas sampai dilakukan 

penyederhanaan struktur organisasi berdasarkan 

Peraturan Bupati ini; 

b. Dalam hal telah dilakukan penyederhanaan 

struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, maka Pelaksana melaksanakan tugas 

dibawah koordinasi Sub Koordinator. 
 

 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 30 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 53 Seri D No. 8) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal  31 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

 

Ditetapkan di Kendal 

pada tanggal  29 Desember 2021 

 

BUPATI  KENDAL, 
 

         Cap ttd 
 

DICO M GANINDUTO 

Diundangkan di Kendal   

pada tanggal 29 Desember 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KENDAL, 
   

          Cap ttd 
            

       MOH TOHA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 78 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, uai dengan aslinya, 
UKU 

$IITDK ' KE DAL, 
)· 

s -
.H. M.H. 

na Tk I 
199003 1 006 
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 LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KENDAL  

NOMOR 78 TAHUN 2021  
TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA PADA DINAS 

KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 
KABUPATEN KENDAL 
 

BAGAN ORGANISASI 
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KENDAL 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

BUPATI KENDAL,  
 

Cap ttd 

 

DICO M GANINDUTO 

 

KEPALA DINAS 

 

SEKRETARIAT 

Sub Bagian  

Umum dan 

Kepegawaian   
 

 Kelompok Jabatan 
Fungsional   

Kelompok Jabatan 

Fungsional   

UPTD  

Bidang  

Perpustakaan 

 

Bidang 
Kearsipan 

Kelompok Jabatan 
Fungsional   

Kelompok Jabatan 
Fungsional   

 

uai dengan aslinya, 
BAGIA HUKUM 

SETDA UPATEN KE DAL, 

s :. -
na Tk I 

tP-.- 9700215 199003 1 006 
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 LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI KENDAL  

 NOMOR 78 TAHUN 2021    
 TENTANG 

 KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA PADA DINAS 

KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 
KABUPATEN KENDAL 

 

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KENDAL 

 
1. Sekretariat  

 

1.1 Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator 
Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 

baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 

pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan 

program kegiatan dari masing-masing seksi, subbagian dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku guna menghindari kesalahan; 

g. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta 

perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang 
ditetapkan; 

h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana 
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja 
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen 

perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

i. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan 
mendokumentasi SOP yang disusun oleh masing-masing 
subbagian, seksi, dan UPTD; 
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j. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

k. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat 
realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian, 

seksi dan UPTD sebagai bahan penyusunan laporan 
Pengendalian Operasional Kegiatan (POK); 

l. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 

(EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan jenis 
pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan 

pemberian bimbingan di bidang sistem informasi dinas; 

n. menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam 

rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan 
pelaporan pertanggungjawaban keuangan; 

o. menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di 

lingkungan Sekretariat, Bidang, dan UPTD sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku; 

p. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi 

keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan 
keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

q. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis 
di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan 
bendahara di lingkungan Dinas; 

r. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran 
dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi 

belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan 
sebelumnya; 

s. melaksanakan verifikasi terhadap berkas / dokumen 

pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna 
menghindari kesalahan serta memberikan koreksi 
penyempurnaan; 

t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban 
keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya; 

u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan sub 
koordinator Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan 

laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 
kegiatan; 

w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan  

x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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2. Bidang Kearsipan 
 

2.1 Sub Koordinator Pengelolaan Kearsipan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator 
Pengelolaan Kearsipan berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 

baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 

pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan 

arsip dinamis, arsip statis, dan preservasi arsip sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

g. menyiapkan bahan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan kegiatan alih media dan reproduksi arsip statis 

dan arsip dinamis, serta melakukan pengujian autentisitas arsip 
statis; 

i. melaksanakan pembinaan teknis kepada unit pengolah dalam 

penyampaian daftar arsip aktif kepada unit kearsipan paling 
lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan agar 

pengelolaan arsip berjalan lancar; 

j. menyediakan, mengolah, dan penyajian arsip inaktif untuk 
memenuhi kepentingan pengguna internal dan publik; 

k. melakukan pemeliharaan arsip inaktif melalui kegiatan penataan 
dan penyimpanan arsip inaktif agar arsip terpelihara dengan 
baik; 

l. melakukan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip 
dan penyusunan daftar arsip inaktif guna memudahkan 

pencarian serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

m. menyiapkan bahan dan melakukan pemindahan arsip inaktif di 
lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, penilaian dan 

verifikasi terhadap fisik dan daftar arsip sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan persiapan 

penyerahan arsip statis dan menerima fisik daftar arsip statis; 
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p. menyiapkan bahan dan menyusun guide, daftar dan inventaris 
arsip statis guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan teknis 
penanganan, perawatan, perbaikan dan penyelamatan arsip 
akibat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

r. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operational 
Prosedur (SOP) sub koordinator  pengelolaan kearsipan demi 

perbaikan kualitas pelayanan publik; 

s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
sub coordinator Pengelolaan Kearsipan dengan cara mengukur 

pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

t. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 
kegiatan; 

u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya 

 

2.2 Sub Koordinator Pelayanan Kearsipan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator 

Pelayanan Kearsipan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 

pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 

baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan layanan 
penelusuran, penyajian  dan pemanfaatan arsip dinamis dan 

arsip statis baik dalam bentuk tekstual maupun non tekstual 
dan pelayanan koleksi arsip digital; 

g. menyiapkan bahan danmemfasilitasi kegiatan publikasi, 
penelusuran  informasi arsip-arsip yang dapat diakses oleh 
masyarakat serta pemanfaatan arsip statis; 

h. mengatur dan mengontrol sirkulasi arsip hasil menyelenggarakan 
penghimpunan dan menyusun serta membukukan informasi 
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hasil pengolahan data kearsipan yang dapat dipergunakan oleh 
Pemerintah Daerah dan masyarakat; 

i. melayani pemindahan, penyerahan dan pemusnahan arsip sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar  
mudah menemukan informasi yang terkandung di dalam fisik 

arsip; 

j. mengelola perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 

rangka penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan 
melalui JIKN serta menyampaikan hasil evalusai 
penyelenggaraan SIKN; 

k. melayani masyarakat dalam mendapatkan informasi dan 
konsultasi teknis tentang kearsipanmelalui kegiatan-kegiatan 
pendidikan, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya serta 

bimbingan teknis persiapan menghadapi lomba kearsipan 
sekolah  dan arsip desa; 

l. menyiapkan bahan penilaian dan fasilitasi penyerahan arsip 
statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai dengan 
peraturanperundang-undangan; 

m. mengoperasikan perangkat teknologi informasi dan komunikasi 
di bidang kearsipan serta mengelola pengaduan masyarakat; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operational 

Prosedur (SOP) sub koordinator  pelayanan kearsipan demi 
perbaikan kualitas pelayanan publik; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
sub koordinator Pelayanan Kearsipan dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan 

laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 
kegiatan; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

2.3 Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan 

mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Kelompok Substansi 
Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 

baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 
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d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menyusun konsep dan mengkaji bahan fasilitasi dan sosialisasi 

penyusunan pedoman, supervisi, evaluasi, koordinasi kegiatan 
kearsipan dan kerjasama antar lembaga serta pengembangan 
sumber daya manusia di bidang kearsipan; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, konsultasi, 
sosialisasi, pembinaan dan pengembangan kearsipan  pada 
organisasi masyarakat, organisasi politik dan masyarakat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

h. menyiapkan bahan dan melakukan pendataan, inventarisasi, 

serta menyusun analisis kebutuhan tenaga arsiparis/pengelola 
arsip; 

i. memfasilitasi sertifikasi arsiparis sesuai standar nasional dan 

peraturan perundang-undangan; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sumberdaya 
manusia kearsipan meliputi bimbingan teknis, penyuluhan, 

pendidikan dan pelatihan teknis dan pemberian penghargaan; 

k. memfasilitasi layanan kearsipan melalui bimbingan teknis, 

workshop, magang, praktik kerja lapangan, diskusi dan 
sejenisnya; 

l. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operational 

Prosedur (SOP) kelompok subtansi  pembinaan dan 
pengembangan kearsipan demi perbaikan kualitas pelayanan 

publik; 

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Kelompok substansi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan 

dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 
kegiatan; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

3. Bidang Perpustakaan 
 

3.1 Sub Koordinator Pengelolaan Perpustakaan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator 

Pengelolaan Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 

pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan 

informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan 
harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan, 
inventarisasi, identifikasi, analisis, akuisisi, dan seleksi bahan 

perpustakaan untuk perpustakaan umum, perpustakaan 
keliling, layanan anak dan difabel beserta sarana dan 
prasarananya; 

g. melaksanakan kegiatan pengadaan koleksi untuk perpustakaan 
umum dan perpustakaan keliling (beli, tukar menukar, 
bantuan) bahan perpustakaan, koleksi digital, alat permainan 

edukatif dan alat peraga untuk layanan anak dan difabel; 

h. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pengolahan 

bahan perpustakaan; 

i. melaksanakan pengolahan bahan perpustakaan dan koleksi 
digital dengan cara menginventaris, mengklasifikasi, 

mengkatalog,  menyetempel, memberi label, dan memasang 
kelengkapan  kartu buku,  input data, cetak barcode serta 

penjilidan dan penyampulan; 

j. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, 
pengamanan, pelestarian koleksi bahan pustaka dan koleksi 

digital dari resiko kerusakan; 

k. melaksanakan penyiangan koleksi bahan pustaka (stock 
opname) dan mendata ulang seluruh jumlah koleksi yang 

dimiliki perpustakaan umum dan perpustakaan keliling secara 
berkala; 

l. melaksanakan pencarian dan penghimpunan terbitan yang ada 
di Daerah baik karya cetak maupun karya rekam serta 
menyusun bibliografi daerah untuk menambah koleksi deposit; 

m. mengelola teknologi informasi, komunikasi dan otomasi 
pelayanan perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operational 
Prosedur (SOP) sub koordinator  pengelolaan perpustakaan 

demi perbaikan kualitas pelayanan publik; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
sub koordinator Pengelolaan Perpustakaan dengan cara 

mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 
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p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 

kegiatan; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan 

berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.  

 

3.2 Sub Koordinator Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator 
Pelayanan Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan 
informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan 

harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 

pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan, analisis, 

dan menyediakan data statistik perpustakaan guna 
pengembangan perpustakaan; 

g. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kerja sama antar 
perpustakaan, sekolah, perguruan tinggi, dan instansi terkait 
dalam rangka kajian perpustakaan dan peningkatan layanan 

informasi bahan pustaka; 

h. melaksanakan kegiatan administrasi layanan pendaftaran 
anggota, sirkulasi peminjaman dan pengembalian bahan 

pustaka, layanan koleksi digital, penelusuran referensi, ekstensi 
dan pelayanan khusus internet  pada  perpustakaan umum 

serta mengatur  tata ruang dan tata letak bahan pustaka secara 
berkala untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 

i. melaksanakan kegiatan penjajaran (shelving) bahan pustaka ke 

dalam rak secara rutin berdasarkan nomor klasifikasi agar rapi 
dan memudahkan pencarian; 

j. menyiapkan bahan dan memberikan layanan informasi dan 
konsultasi teknis kepada masyarakat tentang perpustakaan 
melalui bimbingan pemustaka, workshop, lokakarya dan 

bimbingan teknis  persiapan menghadapi lomba perpustakaan 
sekolah dan perpustakaan desa;   

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan perpustakaaan 

keliling, layanan anak-anak dan difabel, layanan Silang Layan 
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Perpustakaan Terpadu (SLPT)serta menggelar layanan 
perpustakaan keliling pada event-event tertentu; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan dan 
penagihan keterlambatan pengembalian buku yang dipinjam 
masyarakat; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operational 
Prosedur (SOP) sub koordinator  pelayanan perpustakaan demi 

perbaikan kualitas pelayanan publik; 

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
sub koordinator Pelayanan Perpustakaan dengan cara 

mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 
kegiatan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

3.3 Sub Koordinator Sub Koordinator Pembudayaan Gemar Membaca 

mempunyai  tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Kelompok Substansi 

Pembudayaan Gemar Membaca berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 

pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 

terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan 
informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan 
harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

f. menyusun administrasi perencanaan, analisis, serta 
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan 

tenaga kepustakawanan; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan 
pemasyarakatan perpustakaan berupa pameran perpustakaan 

tingkat kabupaten dan tingkat provinsi, karnaval, safari  
gerakan nasional gemar membaca, serta aneka lomba seperti 

bercerita, penulisan artikel, perpustakaan sekolah dan desa dan 
lain sebagainya; 
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h. menyiapkan bahan dan melaksanakan publikasi berupa 
penerbitan buletin, brosur, leaflet, mengelola media sosial  

(website, facebook, twitter, instagram, whatsApp, bbm), dialog 
interaktif on air/off air  siaran radio, pameran dan bazaar 
buku,serta berperan aktif sebagai humas Dinas; 

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pendidikan, 
pelatihan, seminar, workshop, lokakarya, bimbingan teknis bagi 

tenaga pustakawan, pengelola perpustakaan, serta pembinaan 
semua jenis perpustakaan (sekolah, madrasah, instansi 
pemerintah, desa/kelurahan, perguruan tinggi, pondok 

pesantren, rumah ibadah dan perpustakaan masyarakat) sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operational 

Prosedur (SOP) Kelompok Substansi  pembudayaan gemar 
membaca demi perbaikan kualitas pelayanan publik; 

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Kelompok Substansi Pembudayaan Gemar Membaca dengan 
cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun 

untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 

kegiatan; 

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan 
berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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